BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 33 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa pertambahan jumlah penduduk Kabupaten
Luwu Timur semakin besar seiring dengan kemajuan
masyarakat dibidang teknologi telekomunikasi yang
terus meningkat, sehingga diperlukan peningkatan
pelayanan penyediaan sarana dan prasarana
telekomunikasi;

bahwa dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana
telekomunikasi dilakukan penyesuaian tarif retribusi
pengendalian menara telekomunikasi dengan
memperhatikan pedoman penyusunan tarif retribusi
pengendalian menara telekomunikasi yang dikeluarkan
oleh Kementerian Keuangan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun
2005 tentang  Sertifikasi Alat dan  Perangkat
Tekekomunikasi;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika
dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
18 Tahun 2009, Nomor O07/PRT/M/2009, Nomor
19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan
Bersama Menara Telekomunikasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15
Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 15);
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7
tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 57) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor
33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 99).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 33 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor
33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 99) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 33 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan wurusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur.

7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang
bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam
urusan administrasi kependudukan.

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
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Jasa umum adalah pelayanan yang sediakan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah
bangunan-bangunan untuk Kepentingan umum yang didirikan di
atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan
konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk
kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja
yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa
simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan
sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan
secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.

Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan
Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan
Negara.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio,
atau sistem elektromagnetik lainnya.

Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur
telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan
telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile
Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network
Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone
transmission).

Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara
telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian
penentuan lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan
menara telekomunikasi.

Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan
yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi
yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air,
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik
untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang
memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan
bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau
mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
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Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan
usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah
modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk
pada peraturan perundang-undangan Indonesia.

Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang
didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan
dan beroperasi di Indonesia.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait pengelolaan persampahan,
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang
dipungut sebagai pembayaran atas pengendalian dan pengawasan
menara telekomunikasi yang dibangun khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Setoran Retribusi Daearah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.

Dihapus.
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Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

Izin mendirikan bangunan menara adalah izin mendirikan bangunan
yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada
pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau
mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan
biaya yang berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan
untuk menyusun komponen masukan kegiatan yang ditetapkan
sebagai biaya masukan.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan

(2)

dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
selama 1 (satu) tahun.

Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi yakni untuk
menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin menara
telekomunikasi.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yakni penerbitan dokumen izin, pengawasan dan
pengendalian di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan
biaya dampak negatif dari pemberian izin menara telekomunikasi.

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
a. honorarium petugas pengawas;

b. transportasi;

c. uang makan; dan

d. belanja alat tulis kantor.



4. Ketentuan Bagian Kelima BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 25 diubah, dan
ditambahkan 7 (tujuh) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat
(8), ayat (9), dan ayat (10), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara
telekomunikasi  ditentukan  berdasarkan  biaya = operasional
pengendalian menara telekomunikasi, variabel jarak tempuh dan
variabel jenis menara.

(2) Variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi
menjadi 3 (tiga) yakni:

a. dalam kota meliputi wilayah ibu kota kabupaten;

b. luar kota meliputi wilayah luar ibu kota kabupaten; dan

c. wilayah khusus meliputi wilayah Desa Nuha, Desa Matano, Desa
Bantilang, Desa Tokalimbo, Desa Masiku, Desa Ranti Angin, dan
Desa Loeha.

(3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam kota, indeks 1,0 (satu koma nol);

b. luar kota, indeks 1,1 (satu koma satu);, dan

c. wilayah khusus, indeks 1,2 (satu koma dua).

(4) Indeks variabel jenis menara ditetapkan sebagai berikut:

a. menara atap (rooftop), menara tiang (pole), indeks 0,5 (nol koma
lima);

b. menara 3 kaki, indeks 1,1 (satu koma satu); dan

c. menara 4 kaki, indeks 1,2 (satu koma dua).

(5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan
formulasi sebagai berikut:

RPMT = Hasil perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi

(6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung
berdasarkan biaya operasional dikali jumlah kunjungan pertahun.

(7) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan rincian
perhitungan sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8) Hasil perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
berdasarkan formulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan
besaran sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(9) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.



(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 Maret 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

N\ ~—

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 1 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

~ _’-—_______\-
/y’x

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.02.008. 22



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 33 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

. UMUM

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa telekomunikasi
menjadikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia
bergerak begitu cepat. Kondisi ini berdampak terhadap penyediaan layanan
komunikasi yang meningkat melalui perluasan cakupan area dengan cara
mendirikan menara telekomunikasi.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Luwu Timur terhadap
jasa telekomunikasi dapat dilakukan dengan memberi kemudahan kepada
para penyedia sarana dan prasarana telekomunikasi dalam berpartisipasi
membangun sarana dan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Luwu
Timur. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui perubahan
tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yakni perubahan tingkat
penggunaan jasa, jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan pertahun,
pembagian zona, dan besaran tarif retribusi menara pertahun. Sehingga
diharapkan di tahun mendatang dengan adanya peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana telekomunikasi juga akan berdampak pada
optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan
melakukan penyesuaian terhadap formulasi perhitungan tarif retribusi
pengemndalian menara telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1
Pasal 1
Cukup Jelas.
Angka 2
Pasal 23
Cukup Jelas.
Angka 3
Pasal 24
Cukup Jelas.
Angka4
Cukup Jelas.
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Angka 5

Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 140
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LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 4
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASIL

TAHUN 2022

A. RINCIAN PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

DESKRIPSI BIAYA  |SATUAN|BANYAK| JUMLAH KETERANGAN

1. Henorerium Petuges | o_son 000.00| T 1 Rp450.000,00
Pengawas
2. Transportasi Rp400.000,00| Tim 1 Rp400.000,00
3. Uang Makan Rp35.000,00| Orang 3 Rp105.000,00
4. Belanja ATK Rp500.000,00| Paket | 1 Kali Rp500.000,00
Total biaya Rpl.455.000,00
Deskripsi J“ﬂpfr‘:;‘i‘:;gan Jumlah Tarif Retribusi
i i s Rpl1.455.000,00 x 2 Kali Kunjungan

= Rp2.910.000,00 /Menara/Tahun

B. BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

(RPMT)

RPMT = Hasil Perkalian Indeks x Tarif Retribusi

Indek | Indek Biaya yang Distribusi
Variabel
Jarak Jenis didistribusikan Biaya
1 2 3 4 5

Dalam Kota 1.0
* menara pole, rooftop 0,5 Rp2.910.000,00 Rpl.455.000,00
* menara 3 kaki 1.1 Rp2.910.000,00 Rp3.201.000,00
* menara 4 kaki 1,2 Rp2.910.000,00 | Rp3.492.000 ,00
Luar Kota 1.3
* menara pole, rooftop 0,5 Rp2.910.000,00 |  Rp1.600.500,00
* menara 3 kaki 1,1 Rp2.910.000,00 Rp3.521.100,00
* menara 4 kaki 1,2 Rp2.910.000,00 | Rp3.841.200,00
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Wilayah Khusus

1,2

* menara pole, rooftop

0,5 Rp2.910.000,00 | Rpl.746.000,00
* menara 3 kaki 1,1 Rp2.910.000,00 | Rp3.841.200,00
* menara 4 kaki 1,2 Rp2.910.000,00 | Rp4.190.400,00

BUPATI LUWU TIMUR,

\Lp -

BUDIMAN
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